I\ -

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA

Menimbang:

Mengingat

ELEKTRONIK KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

WALIKOTA LANGSA,

bahwa sesuai Kketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
maka untuk melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan
dipandang perlu membentuk layanan pengadaan secara
elektronik;

.bahwa dengan telah ditetapkannnya Qanun Kota Langsa

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa maka dipandang perlu
merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 9
Tahun 2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik Kota langsa;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Langsa tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik .

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Layanan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang %.



10.

i1.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infortnasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843};

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956};

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi - (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan £



Menetapkan :

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presidenn Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Kepala Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

19. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Langsa;

20.Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KOTA LANGSA.

Pasal ]

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa
Tahun 2012 Nomor 327) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
1)LPSE sebagai wunit pelaksana penunjang operasional
pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan
pemerintah Daerah yang merupakan lembaga struktural.
2) LPSE dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Langsa.

Pasal I %



Pasal I1
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 4 _Oktober 2017 M
14 Muharram 1438 H
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Diundangkan di Langsa
pada tanggal 4 Oktober 2017 M
14 Muharram 1438 H
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 686



